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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian satuan reserse narkoba dalam penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang, 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada Polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunalan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Polres Enrekang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer (informan) dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang yang meliputi: 1). Upaya pre-emtif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, 2). Upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan 3). Upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1). Kurangnya informan dilapangan, 2). Kurangnya sarana dan prasarana, dan 3). Terbatasnya anggaran.
Kata Kunci : Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkoba
ABSTRACT: This study aims to determine: 1. The efforts made by the police criminal investigation unit in combating drug abuse drugs in Enrekang, 2. Constraints faced by the criminal investigation unit at the Police Enrekang drug in the prevention of drug abuse. This study menggunalan qualitative approach. This study took place at the police station Enrekang. Types and sources of data used in this study are primary sources (informants) and secondary. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis. The results showed that: 1. The efforts made by the Criminal Investigation Drug in combating drug abuse in Enrekang which include: 1). Pre-emptive effort is basically a positive development ketiatan activities for the community, 2). Preventive efforts are a continuation of the pre-emptive efforts that emphasize eliminating the opportunity to commit a crime and 3). A repressive measure in the form of follow up and enforcement in order to make the perpetrators be deterrent and not to repeat his actions. 2. Constraints faced by the criminal investigation unit at the Police Enrekang drug in the prevention of drug abuse, namely: 1). Lack of informants in the field, 2). The lack of facilities and infrastructure, and 3). Limited budget.
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PENDAHULUAN

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlinduangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakar, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjujung tinggi hak asasi manusia. 
Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunnya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Di kabupaten Enrekang sendiri selama 2 tahun trakhir polisi berhasil mengungkap sebanyak 19 kasus yang terdiri dari 9 kasus pada tahun 2014 dengan 13 orang tersangka dan 10 kasus pada tahun 2015 dengan jumlah tersangka sebanyak 20 orang. Seluruh kasus yang ada telah di tindaklanjuti hingga ke pengadilan negeri. Upaya pemberantasan kejahatan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari hal bukanlah sesuatu yang mudah untuk melaksanakan penegakan tindak pidana narkoba. Karena faktor ekonomi atau bisnis narkoba sangat menjanjikan pertumbuhan yang cepat, dengan cara-cara penyebarannya yang semakin canggih dan kompleks, sehingga proses penegakannya harus cangih dan terkait dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Akan tetapi masih banyak oknum-oknum kepolisian yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum malah menjadi pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Seperti pada bulan maret tahun 2015 lalu dimana terdapat seorang anggota Polres Enrekang yang tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak sembilan gram oleh satuan Polres Pinrang. Pada akhir tahun 2015 juga terjadi kasus serupa dimana lima orang anggota Polres Enrekang positif mengkonsumsi narkoba, namun kelima terperkara tersebut hanya dikenakan hukuman 14 hari dalam kurungan di tempat khusus, dan ditunda kenaikan pangkatnya selama satu periode atau enam bulan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA STUDI DI  POLRES ENREKANG”

Adapun tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui: 1). Upaya yang dilakukan oleh kepolisian satuan reserse narkoba dalam penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang;    2). Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada Polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. 
TINJAUAN PUSTAKA 

1. Narkoba
a. Pengertian Narkoba 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya.Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

1) Narkotika 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sistensi maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2) Psikotropika


Psikotropika adalah zat atau obat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. 

3) Bahan Adiktif

Bahan adiktif adalah bahan lain bukan bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya rokok, alkohol, thenner, lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin dan lainnya sebagainya

b. Upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba

Dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendamping kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah).

c. Usaha penanggulangan dan pengobatan 

Upaya penanggulangan dapat dilakukan secara :

1) Tidak langsung

Upaya tidak langsung meliputi  memperbaiki sistem pemerintahan yang stabil dan aman, memperbiki sistem perekonomian rakyat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, penegakan hukum yang benar-benar adil dan merata.
2) Langsung

Upaya secara langsung seperti meningkatkan kewaspadaan petugas imigrasi baik di bandara maupun pelabuahan terhadap kemungkinan terjadinya penyeledupan obat bius, pengawasan secara ketat peredaran obat bius yang di jual di apotik maupun toko obat, pengawasan cukup ketat terhadap penjualan minuman keras berkdar alkohol tinggi, baik di supermarket maupun toko-toko agen penjual minuman keras, penangkap penjual, pengedar  dan pengguna obat bius agar di adili sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melakukan rehebilitas medik dan psikiatrik terhadap orang yang menderita ketergantungan obat.

Upaya penanggulangan yang lain dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap pengobatan dan rehabilitasi.
1) Pencegahan 

a) Membatasi peredaran dan pemberian obat, b) membatasi iklan-iklan obat yang terlalu berlebih-lebihan, c) memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak, terutama mereka yang masih bergolong remaja dan dewasa muda, d) memperbesar “sarasa percaya diri sendiri” pada remaja golongan muda, misalnya memberikan suatu “keterampian” dalam bidang-bidang tertentu, e) mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan pemudaan seperti pramuka, camping yang sehat, f) membina keluarga bahagia dan harmonis, dimana anak mereka aman, dicintai, dihargai, dan mampu menjelmakan dirinya, g) kerja sama yang erat antara orangtua-guru juga merupakan senjatah ampuh dalam pencegahan ini, sehingga kegiatan anak di sekolah, dapat diketahui orangtua, k) mempertebal imam ketuhanan dalam cintah Tanah Air. 

2) Pengobatan dan rehabilitasi

Jika seorang remaja menjadi korban ketergantungan obat, yakinlah diri anda bahkan mereka ini membutuhkan pengobatan dan usahakanlah membawahnya ke fasilitas tertentu.Dengan demikian kesejahteraan keluarga anda dapat selalu dipertahankan-diperbaiki. Bersikaplah tenang, jangan terus marah atau menghukum mereka, serta selidikilah dengan seksama di mana sumber penyebabnya. Coba koreksi diri sendiri juga, kira-kira apakah kekurangan kita sebagai orangtua yang menyebabkan kekecewaan mereka. Bujuklah mereka agar mau dibawa konsultasi kepada ahlinya sehingga dapat diperolehpetunjuk dan tindakan pengobatan yang paling tepat.
2. Tindak Pidana Narkoba
Bentuk tindakan pidana narkotika yang umumnya dikenal antara lainberikut ini:

a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang di utarakan diatas .

b. Pengedaran narkotika;

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional mauoun internasional.
c. Jual beli narkotika

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, maupun ada juga kerena motovasi untuk kepuasan.

3. Kepolisian

Berdasarkan undang-undang polri diberi tugas sebagai alat Negara penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya sangat berkewajiban dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.Polri sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa upaya penanggulangan:
a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tanggal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

b. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police hazard tidak berkembang
c. Represif 

Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahguna narkoba.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu deskriptif. Lokasi penelitian yang penulis pilih yakni pada Polres Enrekang Kabupaten Enrekang.

Peranan kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi aparat kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang.

Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan dan penindak lanjutan tindak pidana narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba. 

Penyalahgunaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan dosis yang semestinya.

Teknik analisis data adalah teknik pengelolaan data sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyaimakna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Reserse Narkoba Dalam Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Enrekang

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran  narkoba di Kabupaten Enrekang sudah dilakukan oleh  beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian  Resort Enrekang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di Kabupaten Enrekang. 

Adapun  upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian Enrekang yaitu sebagai berikut: 

a. Upaya Pre-emtif 

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif yaitu menanamkan nilai/norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, upaya pre-emtif dalam mengatasi kejahatan peredaran narkotika pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu:

1) Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan dan juga instansi-instansi Mengenai peredaran dan bahaya narkotika. 

2) Melakukan kerja sama antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba. 

3) Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum kepada pelajar, pegawai dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba. 

4) Memasang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya menggunakan narkoba.

b. Upaya Preventif 

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat diketahui upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang yaitu:
1) Turut aktif dan tanggap oleh keluaraga dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya kejahatan peredaran narkoba, seperti melakukan pemeriksaan urin di sekolah-sekolah, 

2) Melakukan under cover buy atau  penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku peredaran kejahatan narkoba di Kabupaten Enrekang.
3) Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan  meningkatkan  hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi.

4) Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin keseluruh wilayah hukum Polres Enrekang khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang.

Seperti sebulan yang lalu Polres Enrekang melakukan operasi gabungan dengan TNI dan Dinas Kesehatan diseluruh Indonesia atas intruksi langsung dari presiden guna untuk mengatasi kondisi indonesia darurat narkoba. Operasi ini dinamakan operasi BERSINAR (bersihkan sindikat narkoba).

Upaya pencegahan secara preventif oleh pihak kepolisian Enrekang harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya

c. Upaya Represif 

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba adalah dengan mengikuti aturan yang ada dimana Proses hukuman didapatkan pelaku melalui proses persidangan di pengadilan. Polisi  melakukan proses penyidikan lalu mengirim berkas ke kejaksaan setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut  sudah lengkap (P21) maka tersangka beserta barang buktinya diproses untuk diadili di persidangan. Kemudian hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan  dan alat bukti yang ada.  Polisi hanya melaksanakan pasal sesuai dengan legalitas hukumannya kalau narkotika legalitas hukumnya uu no. 35 tahun 2009, misalnya dalam pasal 112 ayat 1 setiap orang yang memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika akan dikenakan penjara minimal empat  tahun dan denda minimal delapan ratus juta rupiah, jika dia membeli, menjual akan dikenakan pasal 114 yaitu penjara minimal lima tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupia. 
Bagi pelaku yang berada dibawah umur penanganannya cenderung lebih cepat paling lama 15 hari berkasnya harus dikirim. Pengadilannya berbeda dengan tersangka yang lainnya, pelaku yang berada dibawah umur  diadili dengan pengadilan anak dan penjatuhan hukumanya setengah dari semestinya misalnya jika dia dihukum empat  tahun maka hukuman yang dia dapatkan kurang lebih  dua tahun.

Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada. Karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebekan, penggeledaan, penangkapan. Pengrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat.

Sebelum melakukan penggrebekan pihak Satuan Reserse Narkoba terlebih dahulu melakukan konsolidasi atau rapat secara internal untuk membentuk strategi penggrebekan jalur mana yang akan digunakan karena narkoba ini kecil dan gampang dihilangkan, jika barang bukti sudah hilang tidak ada lagi yang bisa di proses. Dalam penggrebekan semua yang ada di lokasi kejadian diamankan, kemudian dilakukan penggeledaan dari pengakuan tersangka akan dikembangkan darimana dia mendapat narkoba tersebut. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Satuan Reserse Narkoba polres Enrekang sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 telah menangani kasus narkoba sebanyak 39 kasus. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dapat di kelompokkan menjadi: 

a. Kurangnya informan lapangan 

Kurangnya informan dilapangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dikarenakan terbatasnya jumlah anggota satuan reserse narkoba. Selain itu Masalah lain yang terjadi di internal Satuan Reserse Narkoba adalah masih banyak anggota yang belum mengikuti sekolah bidang narkoba sehingga pemahamanya masih kurang dibidang narkoba.

Masalah lainnya yaitu masyarakat belum meiliki keberanian untuk melaporkan kepada polisi ketika mereka melihat pemakai sedang mengkonsumsi narkoba. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sendiri, dan adanya rasa takut ketika akan menjadi saksi. 

b. Kuranganya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana berupa kurangnya alat pelacak seperti alat detektor/pendeteksi. Dan transportasi ketika ingin melakukan tugas menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang. 

Kendala yang di alami tidak mempengaruhi kinerja polisi karena kami meleksanakannya dengan maksimal sedangkan kekurangan internanya adalah personil di enrekang kurang.

c. Terbatasnya anggaran 

Tidak adanya dana lebih untuk memfasilitasi pemberian penyuluhan, seminar dan tes urin ke sekolah-sekolah, istansi dan masyarakat. Karena dalam pemberian penyuluhan, seminar dan pemberian tes urin membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu kurangnya dana dapat mengkibatkan terbatasnya sarana berupa alat pelacak dan alat lain yang mendukung polisi untuk melakukan tugasnya.

PENUTUP

Dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :  

1. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang yang meliputi: 1. upaya pre-emtif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, 2. upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan 3. upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1. kurangnya informan dilapangan, 2. kurangnya sarana dan prasarana, dan 3. terbatasnya anggaran.

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai fenomena perkawinan bawah tangan di Polres Enrekang Kabupaten Enrekang, maka penulis memberikan saran :

1. Untuk Kapolres Enrekang agar memeberikan wadah kepada anggota Reserse Narkoba Polres Enrekang  melaksanakan pelatihan mengenai narkoba.

2. Bagi pemerintah, sebaiknya menambah anggaran untuk satuan Reserse Narkoba agar kinerja anggota tidak terhambat dan menambah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba agar pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dapat berjalan efektif.
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